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Abstract: This study aims to analyze the effect of the competence of government officials,
internal control systems, regional financial information systems on financial accountability in
Jayapura City. This research was conducted at the Jayapura City Regional Office, with a
planned research time from April 2022 to June 2022. This study used primary data collected
directly from respondents, namely a closed questionnaire on a Likert scale with five (5)
alternative answers. Based on the results of the study showed that the competence of government
officials, internal control systems, regional financial information systems partially or
simultaneously, affect the financial accountability of Jayapura City.

Keywords: Apparatus Competence, Internal Control System, Regional Financial Information
System, and Financial Accountability.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur
pemerintah, sistem pengendalian internal, sistem informasi keuangan daerah terhadap
akuntabilitas keuangan Kota Jayapura. Penelitian ini ditetapkan di Kantor Daerah Kota
Jayapura, dengan rencana waktu penelitian dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni
2022. Penelitian ini menggunakan data primer yang di himpun secara langsung dari responden
yaitu berupa kuesioner tertutup berskala skala likert dengan lima (5) alternatif jawaban.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, sistem
pengendalian internal, sistem informasi keuangan daerah secara parsial maupun simultan,
berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Kota Jayapura.

Kata kunci: Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendali Internal, Sistem Informasi Keuangan
Daerah, dan Akuntabilitas Keuangan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan akuntansi sektor publik yang pesat dibuktikan
dengan adanya era reformasi maka dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan juga otonomi daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
menyebutkan tentang kewenangandaerah otonomi untuk mengurus dan mengatur kepentingan
masyarakat sesuai denganperaturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas publik merupakan bentuk kewajiban pihak pemegang tanggung jawab (agent) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanat (principal) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah diatur berdasarkan (Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014).
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Akuntabilitas terkait keuangan daerah memiliki fungsi yang begitu besar dalam pengambilan keputusan
yang tepat bagi pemangku kepentingan (stakeholder). Atas dasar hal tersebut makadalam penyajian
laporan keuangan harusdapat disajikan secara jujur dan sesuaidengan standar pelaporan yang ada agar
setiap akun yang dilaporkan tidak menyesatkan pengguna informasi keuangan tersebut(Noor dkk.,
2020).

Informasi atas laporan keuangan akandapat bermanfaat bagi stakeholder apabila informasi tersebut
dapat dipahami dan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Selain itu, informasi atas laporan
keuangan tersebut benar-benar dapat dipercaya oleh stakeholder (Adriani, 2010).

Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah
dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relavan, andal, dapat dibandingkan dan dapat
dipahami. Keempat unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan ini wajib dilaksanakan agar
akuntabiilitas laporan keuangan dapat diterima (PP No. 71, 2010).

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya,
sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan kata lain,
kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai nilai dan sikap
yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan
profesinya (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004).

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan
penerapan sistem teknologi informasi yang gunanya untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai
tujuan bersama. Sumber daya manusia yang digunakan akan diawasi dan diarahkan oleh suatu sistem
pengendalian internal sebuah organisasi (Ningrum, 2018).

Menurut Fatmala (2014) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah serangkaian prosedur mulai
dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, adapun fenomena yang terjadi pada
Provinsi Papua dan terlebih fokus terhadap Kota Jayapura yang sampaikan oleh organisasi Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Informasi tersebut mencakup tentang Aspek
Akuntabilitas di delapan daerah Provinsi Papua. “Indeks akuntabilitas daerah masih berada dalam
kategori tidak akuntabel (0-0,25) dan kurang akuntabel (0,26-0,50),” Penjelasan dari Yenti Nurhidayat
(Pihak FITRA)(Maryono, 2021).

Menurut penjelasan Pihak FITRA bahwa skor akuntabilitas paling tinggi hanya 0,27 (27%), yaitu
Jayapura dan Merauke. Sementara enam daerah lainnya yaitu Papua 0,26 (26%), Sorong 0,20 (20%),
Raja Ampat 0,17 (17%), Papua Barat 0,12 (12%), Fak-Fak 0,10 (10%), dan Tambraw 0 (0%). Kendati
laporan keuangan mayoritas daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan, kata Yenti (FITRA), rendahnya indeks akuntabilitas karena “tidak ditemukan
adanya informasi terkait adanya wahana untuk masyarakat terlibat di dalam pembahasan laporan
pertanggungjawaban.” Di samping itu, pihak FITRA juga tidak menemukan informasi soal adanya
mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat(Maryono, 2021).

Kemudian terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akuntabilitas yang menjadi acuan pada
penelitian ini, yakni Noor dkk. (2020), Matani dan Hutajulu (2020), Wahyuni dan Afroh (2021) dalam
penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern dan sistem informasi
keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi,
Yuliastuti dan Riharjo (2020), Pahlawan dkk.(2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa
kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
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TINJAUAN PUSTAKA
Kompetensi Aparatur Pemerintah
Menurut Wibowo (2014:320) kompetensi aparatur adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku dan sikap
kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, menghasilkan laporan keuangan pemerintah
yang berkualitas, perlu memperhatikan kompetensi aparatur pemerintah (Noholo, 2021).
Sistem Pengendali Internal
Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan
penerapan sistem teknologi informasi yang gunanya untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai
tujuan bersama. Sumber daya manusia yang digunakan akan diawasi dan diarahkan oleh suatu sistem
pengendalian internal sebuah organisasi (Ningrum, 2018).
Sistem Informasi Keuangan Daerah
Menurut Fatmala(2014)Sistem InformasiKeuangan Daerah (SIKD) adalah serangkaian prosedur mulai
dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga
eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai
beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang
dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answeraility), yang
dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah
lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya(Setiyono, 2014).

KERANGKA PENELITIAN

Kompetensi Aparatur
(X1)

Sistem Pengendalian
Internal (X2)

Akuntabilitas Keuangan
(Y)

Sistem [nformasi
Keuangan (X3)

H4

Hasil penelitian Puspa dan Prasetyo (2020) bahwa kompetensi aparatur pemerintah memiliki pengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Penelitian ini di dukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh (Noor dkk, 2020), (Matani & Hutajulu, 2020), (Yuliastuti & Riharjo, 2020), (Wahyuni
& Afroh, 2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas
keuangan. Sehingga pada penelitian ini hipotesis yang penulis diajukan adalah:

Hipotesis 1. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah
di Kota Jayapura. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Asmara (2021), secara empiris membuktikan
bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pengelolaan
dana desa di Kabupaten Aceh Tengah, juga didukung hasil penelitian (Noor dkk, 2020), (Matani &
Hutajulu, 2020), (Wahyuni & Afroh, 2021), (Zulkifli dkk, 2021) menyatakan bahwa sistem
pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Pada penelitian ini
penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:
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Hipotesis 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah
di Kota Jayapura. Penelitian yang dilakukan oleh Fajri, Djumali, dan Hartono (2019) secara empiris
membuktikan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang juga di perkuat dengan hasil
penelitian oleh (Noor dkk, 2020) menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Maka penulis menetapkan hipotesis pada penelitian ini
adalah:

Hipotesis 3. Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan
Pemerintah di Kota Jayapura.

Hipotesis 4. Secara simultan kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, dan sistem
informasi keuangan daerah, terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah di Kota Jayapura.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kuantitatif Rancangan dalam penelitian ini termasuk
dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih menekan pada
aspek pengukuran dengan cara obyektif terhadap fenomena sosial yang dijabarkan kedalam beberapa
komponen masalah, variable dan indicator (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bersifat deskriptif dan
verifikatif, mengupas seluruh variabel yang diamati serta menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang
telah ditetapkan. Analisis metode verifikatif dilaksanakan untuk menguji hipotesis dengan
menggunakan alat uji dengan statistika (Solimun dkk., 2017). Analisis verifikatif untuk menguiji
kebenaran suatu hipotesis dengan mengumpulkan data dari lapangan tentang seluruh variabel yang
diteliti. Uji regresi linier ganda digunakan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh instansi Organisasi Perangkat Daerah di Kota
Jayapura dengan jumlah yaitu 35 instansi.Teknik pengolahan data menggunakan regresi linier ganda,
dengan tahap awal melakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yaitu uji
normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, Uji linieritas. Pengolahan data dalam penelitian ini
adalah menggunakan SPSS IBM 25. Dengan demikian dalam penelitian ini untuk menentukan pengaruh
secara parsial dan pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terika

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikutnya dalam deskriptif variable akan dijelaskan masing-masing yaitu Kompetensi Aparatur
Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap
Akuntabilitas Keuangan sebagai berikut :

Hasil penelitian disajikan dengan lengkap dan sesuai ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian dapat
dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul. Hasil
analisis data dimaknai dengan benar.

Tabel 1 Deskriptif Penelitian Variabel Kompetensi Aparatur

Skor Jawaban Responden

STS TS N S ss Rata-rata /
Item Item
F % F % F % F % F %
Xiu 0 00 1 10 10 95 42 400 52 495 4,38
Xz 0 00 0 00 0 00 36 343 69 657 4,66

X1z 9 86 7 6,7 36 343 30 286 23 219 3,49
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Rata-Rata Keseluruhan 417

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa rata-rata (mean) responden memberikan tanggapan 4,17 yang
dapat dikategorikan baik. Hal ini berarti responden cenderung setuju dengan pernyataan pada
kompetensi aparatur. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara
relatif baik dibandingkan lainnya adalah item kedua yakni item X;, yang menyatakan rata-rata skor
jawaban tertinggi sebesar 4,66.

Tabel 2 Deskriptif Penelitian Variabel Sistem Pengendalian Internal

Skor Jawaban Responden

STS TS N S SS Rata-rata
wm  F % F % F % F % F % [ ltem
X1 1 10 3 29 31 295 41 390 29 276 3,90
X» 4 38 3 29 33 304 34 324 31 295 3,81
X;s 0 00 4 38 32 305 41 390 28 267 3,89
X;a 0 00 6 57 24 229 52 495 23 219 3,82
X2s 2 19 1 10 8 76 47 448 47 448 4,30

Rata-Rata Keseluruhan 3,95

Berdasarkan tabel 2 menunjukan bahwa rata-rata (mean) responden memberikan tanggapan 3,95 yang
dapat dikategorikan baik. Hal ini berarti responden cenderung setuju dengan pernyataan pada Sistem
Pengendalian Internal. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara
relatif baik dibandingkan lainnya adalah item kelima yakni item Xz s yang menyatakan rata-rata skor
jawaban tertinggi sebesar 4,30

Tabel 3 Deskriptif Penelitian Variabel Sistem Informasi Keuangan
Skor Jawaban Responden Rata-rata
Item STS TS N S SS / Item

F % F % F % F % F %

Xs1 0 00 O 00 3 2,9 51 486 51 48,6 4,46

X32 1 10 3 29 25 233 54 514 22 21,0 3,89

X33 0 00 3 29 4 38 52 495 46 43,8 4,34

Rata-Rata Keseluruhan 4,23

Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa rata-rata (mean) responden memberikan tanggapan
4,23 yang dapat dikategorikan baik. Hal ini berarti responden cenderung sangat setuju dengan
pernyataan pada Sistem Informasi Keuangan. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang
menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan lainnya adalah item ketiga yakni item X
yang menyatakan rata-rata skor jawaban tertinggi sebesar 4,34.

Tabel 4 Deskriptif Penelitian Variabel Akuntabilitas Keuangan
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Skor Jawaban Responden

Item STS TS N S SS Ratlej[;rmata /
F % F % F % F % F %
Y11 0 0,0 8 7,6 39 371 47 448 11 10,5 3,58
Y12 0 00 0 00 3 2,9 51 486 51 48,6 4,46
Yi3 1 1,0 3 2,9 25 238 54 51,4 22 21,0 3,89
Y14 0 0,0 3 2,9 4 3,8 52 49,5 46 43,8 4,34
Rata-Rata Keseluruhan 4,07

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai rata-rata (mean) variabel Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Jayapura sebesar 4,07. Hal ini berarti responden cenderung setuju dengan
pernyataan pada Akuntanbilitas Keuangan. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang
menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan lainnya adalah item kedua yakni item Y1,
yang menyatakan rata-rata skor jawaban tertinggi sebesar 4,46.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas

Variabel Item rhitung Sig. Ket.
Kompetensi Aparatur  Xi1 0,872 0,000 Valid
(X1) X12 0,854 0,000 Valid
Xi3 0,792 0,000 Valid
Sistem Pengendalian ~ Xz1 0,811 0,000 Valid
Internal (X2) X22 0,803 0,000 Valid
Xa3 0,845 0,000 Valid
X24 0,806 0,000 Valid
Xas 0,580 0,000 Valid
Sistem Informasi Xs1 0,863 0,000 Valid
Keuangan (X3) X32 0,903 0,000 Valid
X33 0,801 0,000 Valid
Akuntabilitas Y11 0,833 0,000 Valid
Keuangan (Y) Yio 0,850 0,000 Valid
Y13 0,868 0,000 Valid

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki probabilitas seluruh
instrumen sebesar 0,000 < 0,05. Maka data instrumen dalam penelitian dikatakan valid

Tabel 6 Nilai Variabel Independen Factor

Variabel Tolerance VIF

Kompetensi Aparatur 0,730 1,667
Sistem Pengendalian Internal 0,750 1,540
Sistem Informasi Keuangan 0,820 1,229

Dari nilai toleran dan nilai VIF ketiga variabel terlihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai
Tolerance yang mendekati 1 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen
dalam penelitian ini.
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Tabel 7 Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Koefisien t hitung Sig. Keterangan
Konstanta 13,147

Kompetensi Aparatur 1,608 4,040 0,000 Berpengaruh
Sistem Pengendalian Internal 0,837 4127 0,000 Berpengaruh
Sistem Informasi Keuangan 2,506 2,444 0,000 Berpengaruh
RSquare 0,992

AjustedR Square 0,992

T tabel 1,983

F hitung 96,153

F tabel 2,30

Dari hasil uji regresi yang tampak pada tabel 7 di atas diketahui nilai konstanta sebesar 13,147 dan
nilai signifikan hasil uji regresi variable kompetensi aparatur pemerintah (X1) terhadap variabel
akuntabilitas keuangan (YY) sebesar 1,608 atau sebesar 160,8% dengan signifikansi 0,000 atau lebih
besar dari alpha 0,05. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X2) terhadap
akuntabilitas keuangan () sebesar 0,837 atau sebesar 83,7% dengan signifikansi sebesar 0,001 atau
lebih kecil dari alpha 0,05 dan koefisien regresi variabel sistem informasi keuangan (X3) terhadap
variabel akuntabilitas keuangan () sebesar 2,506 atau sebesar 250,6%, dengan signifikansi sebesar
0,000 atau lebih besar dari alpha 0,05, sehingga dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut:

Y =13,147 + 1,608 X1 + 0,837 X2 + 2,506 X3

Hasil uji hipotesis terlihat bahwa variabel kompetens aparatur pemerintah (X1) diperoleh thitung sebesar
4,040 lebih besar dari ttabel sebesar 1,983, dengan n (sampel) 105 responden dan nilai signifikansi
sebesar 0,00 lebih kecil dari alpha 0,05. Ini artinya variabel kompetensi aparatur pemerintah dapat
menerangkan variabel akuntabilitas keuangan dan adanya pengaruh positif yang signifikan kompetensi
aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 1,608 atau 160,8%. Dengan demikian
hipotesis yang menyatakan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas
keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, terbukti dan dapat diterima.

Selanjutnya variabel sistem pengendalian internal (X2) diperoleh thitung sebesar 4,127 lebih besar dari
ttabel sebesar 1,983, dengan n (sampel) 105 responden dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil
dari alpha 0,05. Ini artinya variabel sistem pengendalian internal dapat menerangkan variabel
akuntabilitas keuangan dan adanya pengaruh positif yang signifikan sistem pengendalian internal
terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 0,837 atau 83,7%. Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah
Daerah Kota Jayapura, terbukti dan dapat diterima.

Kemudian variabel sistem informasi keuangan (X3) diperoleh thitung sebesar 2,444 lebih besar dari
ttabel sebesar 1,983, dengan n (sampel) 105 responden dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil
dari alpha 0,05. Ini artinya variabel sistem informasi keuangan dapat menerangkan variabel
akuntabilitas keuangan dan adanya pengaruh positif yang signifikan sistem informasi keuangan
terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 2,506 atau 250,6%. Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah
Daerah Kota Jayapura, terbukti dan dapat diterima.

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel kompetensi aparatur
pemerintah, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap
akuntabilitas keuangan. Hal ini dapat dibuktikan nilai Fhitung sebesar 96,153 lebih besar dari Ftabel
sebesar 2,30 dan besarnya nilai signifikan 0,000. Karena signifikansi (sig) lebih kecil dari 0,05 maka
dapat di simpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, dan
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sistem informasi keuangan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota
Jayapura. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah, sistem
pengendalian internal, dan sistem informasi keuangan maka akan mendorong pegawai untuk
meningkatkan Kkualitas laporan keuangan Daerah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan
kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi keuangan secara
bersama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, dapat
diterima.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kompetensi
aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, sistem informasi keuangan dapat mempengaruhi
akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Nilai koefisien determinasi nilai koefisien
determinasi (Adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,992 atau 99,2%. Hal ini berarti bahwa secara
bersama-sama akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura dapat dipengaruhi oleh
kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, sistem informasi keuangan sebesar
99,2%, sedangkan sisanya sebesar 0,8% dipengaruhi oleh variabel- variabel lain yang tidak termasuk
dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambar 2 hasil penelitian sebagai berikut:

Kompetensi Aparatur
(X1

Sistem Pengendalian Akuntabilitas Keuangan

Y
H3
Sistem Informasi
Keuangan (X3)
[ H4

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi
aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini
membuktikan prediksi hipotesis yaitu kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap
akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura

Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan yang artinya sebagai kemampuan
dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatanya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan
tugasnya secara profesional, dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat
pengetahuan, keterampilan, nilai- nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan refleksikan
kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004)
seseorang Yyang memiliki kompetensi yang baik akan bekerja dengan pengetahuan dan
keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa
meminimalisir kesalahan.

Kompetensi Aparatur berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki arti bahwa
setiap personal Aparatur merupakan pribadi yang siap, mau dan mampu dalam memberikan berbagai
ide keilmuan untuk pencapaian tujuan organisasi. Ide keilmuan ini berasal dari tiga aspek yaitu
pendidikan, pengalaman, dan pelatihan Handayani dkk, (2020).
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Handayani
dkk, (2020), Matani and Hutajulu, (2020), (Yuliastuti & Riharjo, 2020), (Wahyuni & Afroh, 2021)
menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi
aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini
membuktikan prediksi hipotesis yaitu kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap
akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan yang artinya sebagai kemampuan
dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatanya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan
tugasnya secara profesional, dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat
pengetahuan, keterampilan, nilai- nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan refleksikan
kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004)
seseorang Yyang memiliki kompetensi yang baik akan bekerja dengan pengetahuan dan
keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa
meminimalisir kesalahan.

Kompetensi Aparatur berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki arti bahwa
setiap personal Aparatur merupakan pribadi yang siap, mau dan mampu dalam memberikan berbagai
ide keilmuan untuk pencapaian tujuan organisasi. lde keilmuan ini berasal dari tiga aspek yaitu
pendidikan, pengalaman, dan pelatihan Handayani dkk, (2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Handayani
dkk, (2020), Matani and Hutajulu, (2020), (Yuliastuti & Riharjo, 2020), (Wahyuni & Afroh, 2021)
menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dalam sistem
pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini
membuktikan prediksi hipotesis yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas
keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang
dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan penerapan sistem teknologi informasi yang gunanya untuk
membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Sumber daya manusia yang digunakan
akan diawasi dan diarahkan oleh suatu sistem pengendalian internal sebuah organisasi (Ningrum,
2018).

Sistem pengendalian internal memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan semakin
meningkatnya sistem pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah. Sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting, ketika sistem pengendalian
internal dapat dilaksanakan dengan baik, maka setiap proses yang terkait pelaporan keuangan
pemerintah daerah dapat terlaksanakan dengan baik. Hal ini memungkinkan pemerintah dapat
membuat laporan keuanggannya lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Namun, jika
sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah tidak dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan
prosedur yang ada, maka pelaporan yang dihasilkan, tidak dapat memberikan kualitas pelaporan yang
baik dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah akan menurun.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu (Matani
& Hutajulu, 2020), (Wahyuni & Afroh, 2021), (Zulkifli dkk, 2021) menyatakan bahwa sistem
pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
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Sistem Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan sistem informasi
keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini
membuktikan prediksi hipotesis yaitu sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas
keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah sangat
penting di dalam pengelolaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan sistem
informasi keuangan daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi.

Selain itu, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan sistem pendokumentasikan,
pengadministrasian, serta pengelolaan data keuangan daerah serta bisa sebagai informasi yang
disajikan pada masyarakatyang bisa dipergunakan pengambilan keputusan pada sebuah pelaksanaan,
perencanaan, dan pelaporan pada pertanggungjawaban pemerintah daerah. Ada hal yang perlu
diperhatikan dalam penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat,
cepat, dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem
informasi yang baik untuk penyampaian dandan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga
penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan.
Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses
penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan
keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat
kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya.(Handayani dkk,
2020).

Menurut Fatmala, (2014) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah serangkaian prosedur
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Fathia, (2017)
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu instrument untuk mengoperasionalkan
prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah dan kebijakan
akuntansi.

Penelitian ini sejalan dengan (Rianisanti, 2017), Handayani et al, (2020) menyatakan bahwa sistem
informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil pembahasan yang telah dilakukan, adapun beberapa kesimpulan yang dapat
disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut: Terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah
terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Kemudian terdapat pengaruh
sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
Selanjutnya terdapat sistem informasi keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah
Kota Jayapura. Dan secara bersama-sama Kompetensi Aparatur Pemerintah, sistem pengendalian
internal dan sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah
Daerah Kota Jayapura.
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